[image: ]







LAMPIRAN II
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR    /SEOJK.05/2016
 
TENTANG
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN 
BAGI PIHAK UTAMA LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK





















- 1 -


TABEL KRITERIA CALON ANGGOTA DIREKSI/DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS SYARIAH/DIREKTUR PELAKSANA/DEWAN DIREKTUR YANG MEMERLUKAN PROSES KLARIFIKASI PADA PVL

	
	Pengalaman
	Jabatan Yang Dituju

	
	Komisaris
	Komisaris Utama
	Komisaris Independen
	Direktur
	Direktur Utama
	DPS

	Komisaris
	N1
	N3
	Y
	Y
	Y
	Y

	Komisaris Utama
	N
	N1
	Y
	Y
	Y
	Y

	Komisaris Independen
	N
	N1
	N1
	Y
	Y
	Y

	Direktur
	N
	N
	Y
	N4
	N5
	Y

	Direktur Utama
	N
	N
	Y
	N
	N4
	Y

	DPS
	Y
	Y
	Y
	Y
	Y
	N

	Pejabat 1 tingkat di bawah Direksi dengan masa jabatan di atas 3 (tiga) tahun
	N2
	N2
	Y
	N2
	Y
	Y

	Pejabat pada kementerian/lembaga negara yang melakukan fungsi pengaturan dan/atau pengawasan
	N
	N
	N
	Y
	Y
	Y

	Tidak punya pengalaman
	Y
	Y
	Y
	Y
	Y
	Y



Keterangan:
	Komisaris /Komisaris Utama/Komisaris Independen
	=
	Komisaris /Komisaris Utama/Komisaris Independen adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi PVL yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Komisaris /Komisaris Utama/Komisaris Independen bagi PVL yang berbentuk badan hukum koperasi, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, atau badan usaha perseroan komanditer.

	Direktur/Direktur Utama
	=
	Direktur/Direktur Utama adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi PVL yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direktur/Direktur Utama bagi PVL yang berbentuk badan hukum koperasi, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, atau badan usaha perseroan komanditer.

	Dewan Pengawas Syariah
	=
	Dewan Pengawas Syariah adalah pengawas yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia yang ditempatkan di PVL atau unit syariah yang bertugas mengawasi kegiatan usaha perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.

	Y
	=
	Perlu dilakukan klarifikasi terhadap calon pihak utama.

	N
	=
	Tidak perlu dilakukan klarifikasi terhadap calon pihak utama.

	N1
	=
	Tidak perlu dilakukan klarifikasi terhadap calon pihak utama, kecuali untuk komisaris, komisaris utama, atau komisaris independen yang akan menjabat sebagai komisaris, komisaris utama, atau komisaris independen pada PVL dengan ukuran dan kompleksitas yang lebih besar.

	N2
	=
	Tidak perlu dilakukan klarifikasi terhadap calon pihak utama, kecuali untuk pejabat 1 tingkat di bawah direksi yang akan menjabat sebagai komisaris, komisaris utama, atau direktur pada PVL dengan ukuran dan kompleksitas yang lebih besar.

	N3
	=
	Tidak perlu dilakukan klarifikasi terhadap calon pihak utama, kecuali untuk komisaris yang akan menjabat sebagai komisaris utama pada perusahaan yang berbeda dengan sebelumnya.

	N4
	=
	Tidak perlu dilakukan klarifikasi terhadap calon pihak utama, kecuali untuk direktur atau direktur utama yang akan menjabat sebagai direktur atau direktur utama pada PVL dengan ukuran dan kompleksitas yang lebih besar.

	N5
	=
	Tidak perlu dilakukan klarifikasi terhadap calon pihak utama, kecuali untuk direktur yang akan menjabat sebagai direktur utama pada perusahaan yang berbeda dengan sebelumnya.
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